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Abstrak
 

<b>ABSTRAK</b><br>

Upaya pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi sebagai bagian integral dari pencegahan dan

pemberantasan tindak pidana korupsi telah menjadi suatu keharusan disamping menjatuhkan pidana

terhadap pelakunya. Pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi yang saat ini diterapkan melalui

pemidanaan pengadilan tidak efektif dan efisien ketika aparat penegak hukum dihadapkan pada situasi-

situasi sulit akibat pelaku tindak pidana korupsi yang melarikan diri dari proses hukum dengan membawa

serta aset hasil tindak pidana korupsinya ke luar yurisdiksi Indonesia. Diperlukan suatu mekanisme alternatif

dalam rangka melaksanakan perampasan aset hasil tindak pidana korupsi yang tidak bergantung pada

putusan pemidanaan. Mekanisme ini perlu diimplementasikan sebagai bagian dari kebijakan hukum pidana

di Indonesia dibarengi penguatan dan sinergitas pelaksanaan kerja sama internasional, mengingat begitu

banyak jumlah nilai aset hasil tindak pidana korupsi yang dialihkan dan disimpan di negara-negara luar.

<hr>

<b>ABSTRACT</b><br>

The effort to return the proceeds of corruption crime as an integral part of the prevention and eradication

corruption crime has been an obligation beside to punish the offender itself. The return of the proceeds of

crime nowadays through the conviction based asset forfeiture has not been effective and efficient because

the law enforcement officers face a difficult circumstances when the offender fled the jurisdictions taking

with him the proceeds of corruption crime. It needed an alternative mechanism to confiscate the proceeds of

corruption crime which is not dependent on the sentencing conviction as known as the non-conviction based

asset forfeiture mechanism. This mechanism should be implemented as an comprehensive part of the

criminal law policy in Indonesia side by side with the strengthen effort of international cooperation with

foreign jurisdiction as a consequences which should be consider that there too many the value of proceeds of

corruption crime removed to foreign jurisdictions.
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